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SALINAN   

 

 

 

BUPATI FAKFAK 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 

 

PERATURAN BUPATI FAKFAK 
 

NOMOR 40 TAHUN 2024 

    
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

BUPATI FAKFAK, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2024 tentang  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Fakfak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;  

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom 

di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 



2 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawaban Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4138); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi 

Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6730); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk 

Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi 

Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6731); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi 

Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6909); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak  Nomor 5 Tahun 2013 

Tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Dearah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 010); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak 

Nomor 013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Nomor 034); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Fakfak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Fakfak Tahun 2023 Nomor 02); 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2024 Nomor 01); 

29. Peraturan Bupati Fakfak 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2023 Nomor 018); 

30. Peraturan Bupati Fakfak 62 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2023 Nomor 62); 

 

MEMUTUSKAN :   

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas: 

1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli daerah Rp.       46.854.845.867,59 

b. Pendapatan Transfer Rp. 1.383.364.704.514,00 

c. Lain Lain Pendapatan Yang sah Rp.     0,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.430.219.550.381,59 

 

2. Belanja: 

a. Belanja Operasi 

(1) Belanja Pegawai Rp. 460.457.793.507,00 

(2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 488.169.452.661,05 

(3) Belanja Hibah Rp. 62.029.323.242,00 

(4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 18.110.357.500,00 

Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.028.766.926.910,05 
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b. Belanja Modal: 

(1) Belanja Tanah Rp. 2.220.170.500,00 

(2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 56.855.527.479,00 

(3) Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 95.937.484.162,74 

(4) Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp. 123.090.729.797,00 

(5) Belanja Aset tetap Lainnya Rp. 1.018.800.000,00 

(6) Belanja Aset Lainnya Rp. 99.975.000,00 

Jumlah Belanja Modal Rp. 279.222.686.938,74 

 

c. Belanja Tak Terduga: Rp. 14.070.365.920,00 

Jumlah Belanja Tak Terduga Rp. 14.070.365.920,00 

d. Belanja Transfer:  

(1) Transfer Bagi Hasil Rp. 0,00 

(2) Transfer Bantuan Keuangan Rp.   183.961.862.752,00 

Jumlah Belanja Transfer Rp. 183.961.862.752,00 

 

Jumlah Belanja Rp.  1.506.021.842.520,79 

Surplus / (Defisit) Rp. 75.802.292.139,20 

3. Pembiayaan: 

a.  Penerimaan Rp. 118.740.799.114,93 

b.  Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 117.740.799.114,93 

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp.  41.938.506.975,73 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 
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Pasal 4  

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Fakfak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak. 

 

Ditetapkan di Fakfak 

pada tanggal, 10 Oktober 2024 

Pjs. BUPATI FAKFAK, 

     CAP/TTD 

OCTOVIANUS MAYOR 

 

Diundangkan di Fakfak 
pada tanggal, 10 Oktober 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK, 

     CAP/TTD 

SULAEMAN USWANAS 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 040 

 

 

 

 

 

 

 


